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Abstrak: Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memegang peranan sentral dalam menjaga
keselarasan dan keteraturan dalam proses pembentukan serta implementasi hukum di berbagai tingkatan. Namun
dalam praktiknya, penerapan hierarki peraturan perundang-undangan sering kali menghadapi berbagai tantangan
yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tumpang tindih peraturan di berbagai
tingkatan, yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum. Selain masalah tumpang tindih, penegakan
hukum yang tidak konsisten dengan hierarki peraturan juga menjadi persoalan serius. Meskipun secara normatif
hierarki perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, dalam kenyataannya, implementasi peraturan di lapangan
sering kali lebih dominan pada peraturan-peraturan yang berada di tingkat yang lebih rendah. Ketidaksesuaian antara
peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah salah
satu masalah utama dalam sistem hukum negara ini.
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Abstract: The application of the hierarchy of laws and regulations in Indonesia plays a
central role in maintaining harmony and order in the process of legal formation and
implementation at various levels. However, in practice, the application of the hierarchy
of laws and regulations often faces various challenges that are quite complex. One of the
problems that often arise is the overlapping of regulations at various levels, which causes
confusion in the implementation of the law. In addition to the overlapping problem, law
enforcement that is inconsistent with the hierarchy of regulations is also a serious
problem. Although normatively the hierarchy of legislation is clearly regulated, in
reality, the implementation of regqulations in the field is often dominated by regulations
at a lower level. The discrepancy between regional requlations and higher regulations in
the hierarchy of legislation in Indonesia is one of the main problems in the country’s
legal system.
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Pendahuluan

Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memegang
peranan sentral dalam menjaga keselarasan dan keteraturan dalam proses pembentukan
serta implementasi hukum di berbagai tingkatan. Hierarki peraturan ini dimulai dari
UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan
pemerintah, hingga peraturan daerah di tingkat yang paling rendah. Sistem ini bertujuan
untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat pada setiap tingkatan tidak
bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya, serta untuk menjaga keseragaman
kebijakan dan kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia. (A’la & Supriyadi, 2020;
Fathorrahman, 2021)

Peraturan ini menjadi bagian integral dalam sistem hukum Indonesia, di mana
semua peraturan harus merujuk pada hierarki yang telah ditentukan. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019, memberikan landasan yuridis untuk mempertegas tata
urutan hierarki hukum di Indonesia, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi penyusun
peraturan di berbagai tingkatan. Undang-undang ini menetapkan urutan peraturan mulai
dari UUD 1945, Ketetapan MPR, UU atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Daerah, hingga Peraturan Desa atau yang setingkat. Selain itu, UU ini
juga mengatur prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang mencakup kejelasan tujuan,
kedayagunaan, serta harmonisasi antarperaturan untuk mencegah konflik antarperaturan
di berbagai tingkatan. (Prianto, 2024)

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hierarki peraturan perundang-
undangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu
permasalahan yang sering muncul adalah tumpang tindih peraturan di berbagai
tingkatan, yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum. (Arifin & Satria,
2020; Riswati, 2021)

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kadang-kadang bertentangan
dengan peraturan di tingkat daerah, atau bahkan antara peraturan di tingkat pusat itu
sendiri, seperti peraturan pemerintah yang bisa bertentangan dengan peraturan presiden
atau undang-undang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana
masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum menjadi bingung tentang
aturan mana yang harus diikuti. Tumpang tindih peraturan ini mencerminkan kurangnya
koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga penyusun peraturan, baik di tingkat pusat
maupun daerah, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penerapan
hukum.(Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, & Putri Difa Zhafirah, 2024; Indah et al.,

2024) Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini adalah kasus Peraturan Daerah
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(Perda) Kota Makassar tahun 2014 tentang larangan penjualan minuman beralkohol.
Perda ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang
memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat berizin. Konflik ini
menciptakan ketidakpastian hukum dan akhirnya Perda tersebut dibatalkan oleh
Kementerian Dalam Negeri karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

( Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013)

Selain masalah tumpang tindih, penegakan hukum yang tidak konsisten dengan
hierarki peraturan juga menjadi persoalan serius. Meskipun secara normatif hierarki
perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, dalam kenyataannya, implementasi
peraturan di lapangan sering kali lebih dominan pada peraturan-peraturan yang berada di
tingkat yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, peraturan daerah atau peraturan
menteri diberlakukan secara ketat, meskipun peraturan tersebut bertentangan dengan
undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan ketidakharmonisan
dalam sistem hukum dan berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya
mendapatkan perlindungan dari aturan yang lebih tinggi. Kondisi ini juga menunjukkan
adanya kelemahan dalam mekanisme kontrol dan supervisi yang seharusnya dimiliki oleh
lembaga-lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai penerapan
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus khusus pada
permasalahan tumpang tindih peraturan dan kelemahan dalam penegakan hukum yang
tidak konsisten dengan hierarki tersebut. Dengan memahami lebih jauh mengenai kedua
masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki
harmonisasi hukum di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini berusaha
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tumpang tindih peraturan, baik dari aspek
penyusunan maupun dari segi implementasi di lapangan, serta memberikan rekomendasi
kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, studi ini juga akan mengkaji kelemahan
dalam penegakan hukum yang sering kali mengabaikan prinsip hierarki perundang-
undangan, dan bagaimana cara memperbaiki sistem penegakan hukum agar lebih
konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui penelitian ini, diharapkan
dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia, terutama
dalam wupaya memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan

masyarakat.

Metodelogi

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dianalisis menggunakan
pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian

bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, metode ini juga dikenal sebagai
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penelitian hukum doktrinal, yang menggunakan sumber data sekunder, seperti asas-asas
hukum, kaidah-kaidah hukum positif, literatur hukum, peraturan perundang-undangan,
dan putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan dengan menelusuri berbagai bahan sekunder, termasuk peraturan
perundang-undangan, arsip hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel, serta data

hukum lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

A. Latar belakang Terjadinya Tumpang Tindih Peraturan.

Tumpang tindih dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
merujuk pada keadaan di mana terdapat ketidakselarasan antara peraturan yang
ditetapkan di tingkat yang lebih rendah (seperti peraturan daerah) dengan peraturan yang
lebih tinggi (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden).
Tumpang tindih ini sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat,
pemerintah, dan penegak hukum mengenai aturan mana yang harus dipatuhi.

Beberapa faktor yang menyebabkan tumpang tindih ini antara lain sebagai berikut :

1. Perbedaan Interpretasi ~dan Pemahaman tentang Hierarki  Peraturan.
Salah satu penyebab tumpang tindih adalah kurangnya pemahaman atau interpretasi
yang berbeda antara lembaga pembuat peraturan mengenai hierarki perundang-
undangan. Ketidaksesuaian dalam pemahaman ini bisa menyebabkan peraturan
daerah yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi,
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Peraturan Daerah yang Bertentangan dengan Peraturan Pusat.
Peraturan daerah kadang-kadang dibuat tanpa mempertimbangkan peraturan yang
ada di tingkat pusat, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih
tinggi. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Kota Makassar tentang larangan penjualan
minuman beralkohol bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013
yang memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di tempat yang memiliki izin.
Ketidaksesuaian seperti ini menciptakan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya
dapat merugikan masyarakat.( Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013)

3. Peraturan Pemerintah yang Bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan
Presiden.
peraturan daerah, tumpang tindih juga sering terjadi antara peraturan pemerintah dan
undang-undang atau peraturan presiden. Misalnya, peraturan pemerintah yang
dikeluarkan untuk mendetailkan suatu undang-undang bisa saja bertentangan dengan
ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, yang mengarah pada

ketidakharmonisan dalam implementasi hukum.( Jurnal Hukum dan Pembangunan,
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Adapun hambatan dalam penyelesaian Tumpang tindih dalam hierarki peraturan

perundang-undangan di Indonesia.

Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan tumpang tindih dalam hierarki

peraturan perundang-undangan sulit untuk diatasi di Indonesia, di antaranya sebagai
berikut :

1.

Kurangnya Koordinasi Antarlembaga Pemerintah. Salah satu hambatan utama adalah
kurangnya koordinasi antara lembaga pembuat peraturan di pusat dan daerah. Di
tingkat pusat, Kementerian atau lembaga tertentu dapat mengeluarkan peraturan
tanpa melakukan konsultasi atau koordinasi yang cukup dengan lembaga lain. Hal ini
menyebabkan peraturan yang dikeluarkan tidak sinkron dengan peraturan lain yang
sudah ada.( Jurnal Hukum Indonsia, 2022)

Kelemahan dalam Proses Evaluasi dan Pengawasan. Proses evaluasi dan pengawasan
terhadap pembuatan peraturan sering kali tidak berjalan dengan baik. Pengawasan
yang lemah membuat peraturan yang bertentangan dengan yang lebih tinggi dalam
hierarki dapat tetap diberlakukan. Misalnya, peraturan daerah yang seharusnya
mengikuti undang-undang atau peraturan pemerintah sering kali dikeluarkan tanpa
mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.

Keterbatasan Sumber Daya dalam Penyusunan dan Implementasi Peraturan.
Lembaga penyusun peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah, seringkali
menghadapi keterbatasan sumber daya yang memadai, baik dari segi SDM, waktu,
maupun anggaran. Hal ini membuat proses pembentukan peraturan sering terburu-
buru dan kurang mempertimbangkan harmonisasi antar peraturan.

Pengaruh Politik dalam Pembentukan Peraturan. Proses politik juga turut berperan
dalam pembuatan peraturan. Kepentingan politik atau tekanan dari kelompok
tertentu dapat memengaruhi keputusan pembuat peraturan, sehingga melahirkan
aturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Terkadang, peraturan
yang dikeluarkan hanya untuk memenuhi kepentingan politik sesaat, bukan untuk
kepentingan hukum dan masyarakat secara umum.

Ketidakpastian dalam Penegakan Hukum. Selain itu, ketidakpastian dalam penegakan
hukum juga menjadi hambatan besar dalam penyelesaian tumpang tindih ini.
Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak memperhatikan hierarki peraturan
menyebabkan ketidakharmonisan dalam penerapan aturan di lapangan. Misalnya,
meskipun ada peraturan yang lebih tinggi yang jelas, tetapi pada prakteknya,
peraturan daerah atau peraturan menteri yang lebih rendah sering kali lebih

ditegakkan.
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B. Adanya Ketidaksesuaian Peraturan Daerah Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi.

Ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam
hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah salah satu masalah utama dalam
sistem hukum negara ini. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur
urutan kekuatan hukum peraturan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
sumber hukum tertinggi, kemudian diikuti oleh Undang-Undang (UU) atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan
Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), hingga Peraturan Desa. Ketidaksesuaian ini
terjadi ketika Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU, Peraturan Pemerintah, atau
Peraturan Presiden. (Hukumonline, 2024)

Beberapa peraturan daerah sering kali dibuat tanpa memperhatikan prinsip hierarki
perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Padahal, peraturan daerah
seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian
ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman atau kesadaran dari pembuat kebijakan
di tingkat daerah juga Peraturan daerah sering kali disusun dengan tergesa-gesa untuk
memenuhi kebutuhan politik lokal tanpa terlebih dahulu mengevaluasi apakah peraturan
tersebut selaras dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Proses
penyusunan yang terburu-buru ini bisa mengabaikan harmonisasi dan kesesuaian dengan
aturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011)

Ketidaksesuaian juga dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Terkadang, pemerintah daerah membuat
peraturan untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan lokal yang spesifik, namun tanpa
mempertimbangkan keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebijakan nasional atau aturan
yang lebih tinggi.

Hambatan utama dalam ketidaksesuaian Peraturan Daerah dengan Peraturan yang
lebih tinggi adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan. Lembaga-lembaga yang bertanggung
jawab dalam pembentukan peraturan sering kali bekerja secara terpisah tanpa
mempertimbangkan keberlanjutan dan keselarasan antara peraturan yang dikeluarkan di
tingkat pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan peraturan daerah tidak selalu mengikuti
kerangka hukum yang lebih tinggi serta kelemahan dalam pengawasan terhadap
pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah pusat sering kali tidak memadai. Proses
evaluasi terhadap kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi sering

terlambat atau tidak dilakukan secara komprehensif. Akibatnya, peraturan yang tidak
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sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi sering kali tetap
diberlakukan tanpa ada pembatalan atau revisi. ( Jurnal kebijakan Pemerintahan Daerah,
2015)

Minimnya pemahaman tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan banyak
membuat kebijakan di tingkat daerah yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip
hierarki perundang-undangan, khususnya mengenai kewajiban untuk memastikan bahwa
peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kurangnya
pelatihan atau pemahaman tentang hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam

penyusunan peraturan yang seharusnya lebih cermat dan teliti.( Jurnal hukum Indonesia,
2016)

C. Adanya Kurang Koordinasi Antara Lembaga Penyusun Peraturan.

Salah satu hambatan utama dalam penerapan hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga penyusun
peraturan di berbagai tingkatan pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan memperhatikan
hierarki yang ada, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum
tertinggi, kemudian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga
Peraturan Daerah. Setiap peraturan yang dibuat harus selaras dengan peraturan yang
berada di atasnya.

Namun, dalam praktiknya, sering kali ada ketidaksesuaian dan tumpang tindih
antara peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berbeda, baik di tingkat pusat maupun
daerah. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam
penyusunan peraturan ini menyebabkan munculnya konflik antara peraturan yang lebih
rendah (seperti Perda atau Peraturan Menteri) dan peraturan yang lebih tinggi (seperti
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah).

Penyebab utama kurangnya koordinasi antara lembaga penyusun peraturan tidak
ada kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara lembaga yang berbeda
dalam proses penyusunan peraturan menyebabkan ketidaksinkronan dalam pembuatan
peraturan. Misalnya, di tingkat pusat, kementerian yang berbeda sering Kkali
mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih satu sama lain tanpa koordinasi yang
cukup. Begitu juga di tingkat daerah, berbagai perangkat daerah dapat mengeluarkan
kebijakan yang tidak mempertimbangkan peraturan yang telah ada di tingkat provinsi
atau pusat. Sehingga berpengaruh terhadap kepentingan politik lokal atau tekanan dari
kelompok tertentu dapat mengarah pada pembuatan peraturan daerah atau peraturan

menteri yang tidak sejalan dengan kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi. Misalnya,
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pemerintah daerah mungkin lebih cenderung untuk membuat peraturan yang
mendukung tujuan politik lokal tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kebijakan
nasional atau peraturan yang lebih tinggi.

Sistem koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga pusat itu
sendiri, belum sepenuhnya efektif. Walaupun ada Kementerian Dalam Negeri yang
memiliki fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah, namun sistem yang ada sering
kali tidak dapat mencegah terjadinya konflik antara peraturan daerah dengan peraturan
yang lebih tinggi. Lebih lanjut, meskipun ada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan,
lembaga-lembaga ini belum selalu dapat berfungsi secara maksimal. (Badan Pembinaan
Hukum Nasional, 2018)

Salah satu hambatan utama dalam koordinasi adalah ketidaktersediaan sistem
informasi yang terintegrasi antar lembaga. Jika lembaga-lembaga tidak memiliki akses
mudah terhadap peraturan yang telah ada, atau jika proses pembuatan peraturan tidak
dapat dipantau secara transparan, maka koordinasi yang buruk akan lebih sulit diatasi.
Kepentingan politik lokal yang mendorong pembentukan peraturan yang lebih
mengutamakan kebutuhan daerah tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kebijakan
nasional menjadi hambatan dalam proses koordinasi yang efektif. Hal ini menyebabkan
banyak peraturan yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan
pihak terkait di tingkat pusat.( Jurnal kebijakan Publik,)

Sudah selayaknya pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah perlu diperkuat oleh Kementerian Dalam Negeri.
Evaluasi ini bisa dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan daerah
tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan untuk melakukan perbaikan

apabila ada ketidaksesuaian. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014)

Kesimpulan

Latar belakang terjadinya tumpang tindih peraturan antara lain : 1) Adanya
perbedaan interpretasi dan pemahaman tentang hierarki peraturan; 2) Peraturan Daerah
yang bertentangan dengan peraturan pusat; 3) Peraturan pemerintah yang bertentangan
dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden.

Adanya ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih
tinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah salah satu masalah utama
dalam sistem hukum di Indonesia.

Salah satu hambatan utama dalam penerapan hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga penyusun

peraturan di berbagai tingkatan pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan memperhatikan
hierarki yang ada, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum
tertinggi, kemudian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga
Peraturan Daerah. Setiap peraturan yang dibuat harus selaras dengan peraturan yang

berada di atasnya.
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